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BELUM RILIS KERUGIAN NEGARA KASUS KORUPSI STADION 

MANAKARRA MAMUJU, KEJATI SULBAR: URUSAN BPKP! 

 
Indonesia Reform 

 

Sudah dua ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Stadion Manakarra 

Mamuju, masing-masing MH Kepala Cabang CV Mulya Karya Persada dan MR sebagai 

kontraktor. Namun hingga kini Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Barat belum merilis 

hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dalam proyek yang menelan anggaran 

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp9,3 miliar tersebut. 

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar La Kanna mengatakan, sejauh 

ini belum ada hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Karena belum keluar dari 

BPKP. Menurutnya, terkait dengan alasan kenapa perhitungan kerugian keuangan negara 

itu lambat keluar, karena sudah menjadi kewenangan dari Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) Sulbar. La Kanna pada acara ngopi morning dengan awak 

media di Warkop HN Mamuju, Jl Andi Makassau, Mamuju, Jumat (1/11/2024) lalu 

mengungkapkan bahwa soal perhitungan kerugian keuangan negara kasus Stadion 

Manakarra itu urusan BPKP. Bukan dari kami (Kejati Sulbar). 

Dalam kasus ini, penyidik juga menemukan di proyek tersebut kontraktor tidak 

menjalankan pekerjaan seusai dengan Rencana Anggaran Bangunan (RAB). Hal itu 

diakui oleh kedua tersangka bahwa mereka melakukan pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan spek bangunan. Ia menambahkan bahwa saat ini sedang menyusun materi 

dakwaan, dan bulan November 2024 ini akan dilimpahkan ke pengadilan. 

Kuasa hukum tersangka MH, Firmansyah mempertanyakan nilai kerugian 

keuangan negara pada kasus dugaan korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra yang 

kliennya yang merupakan rekanan pada proyek tersebut. Firmansyah mengatakan, pada 

kasus ini dia ingin memperjelas mengapa ada penetapan tersangka sementara  nilai 

kerugian negara belum ada dalam kasus tersebut. Firmansyah mengatakan bahwa sampai 
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saat ini belum ada nilai kerugian yang kami dapatkan, itu yang kami kawal. Kata dia, 

Kejati Sulbar mestinya menyebutkan jika ada kerugian keuangan negara itu diumumkan 

agar ada titik jelas soal kerugian keuangan negara tersebut. 

Tersangka MH merupakan rekanan proyek pembangunan rehabilitasi stadion 

Manakarra untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Barat (Sulbar) 

2022 lalu. Dalam proyek tersebut menelan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 

senilai Rp 9,3 miliar. Adapun item pekerjaan pada proyek itu adalah berupa rehabilitasi 

Stadion Manakarra, pembangunan lapangan panjat tebing, lapangan get ball, dan 

lapangan petanque. 

 

Sumber berita: 

1. https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/03/belum-rilis-kerugian-negara-kasus-

korupsi-stadion-manakarra-mamuju-kejati-sulbar-urusan-bpkp?page=2, Belum Rilis 

Kerugian Negara Kasus Korupsi Stadion Manakarra Mamuju, Kejati Sulbar: Urusan 

BPKP!, 3 November 2024;  

2. https://www.rri.co.id/mamuju/hukum/1090066/bpkp-belum-rampungkan-audit-

kerugian-kasus-stadion-manakarra, BPKP Belum Rampungkan Audit Kerugian 

Kasus Stadion Manakarra, 1 November 2024. 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Penjelasan 

Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada 

kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung 

jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik 

yang ditunjuk. 

2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 

2014, pada Pasal 2 disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional. 

3. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang 

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan 

https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/03/belum-rilis-kerugian-negara-kasus-korupsi-stadion-manakarra-mamuju-kejati-sulbar-urusan-bpkp?page=2
https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/03/belum-rilis-kerugian-negara-kasus-korupsi-stadion-manakarra-mamuju-kejati-sulbar-urusan-bpkp?page=2
https://www.rri.co.id/mamuju/hukum/1090066/bpkp-belum-rampungkan-audit-kerugian-kasus-stadion-manakarra
https://www.rri.co.id/mamuju/hukum/1090066/bpkp-belum-rampungkan-audit-kerugian-kasus-stadion-manakarra
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penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan 

lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 

b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya 

terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas 

penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah 

serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian 

keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk 

badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan 

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta 

akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; 

c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset 

negara/daerah; 

d. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan 

tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan 

pemerintah yang strategis; 

e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan 

yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, 

audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang 

berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian 

keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan 

korupsi; 

f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama 

dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 

g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 

h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan 

lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 

i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah; 

k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan BPKP; 

l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP; 

m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP. 
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4. Sesuai Pasal 4 Peraturan tersebut, BPKP terdiri dari: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat Utama; 

c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan 

Kemaritiman; 

d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, 

Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; 

e. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; 

f. Deputi Bidang Akuntan Negara; 

g. Deputi Bidang Investigasi; dan 

h. Inspektorat. 

5. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan tersebut, maka Deputi Bidang Investigasi 

melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan 

kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, 

audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan 

kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. 

6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang 

Investigasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi; 

b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi; 

c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan 

pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme; 

d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk 

program lintas sektoral; 

e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif 

terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan 

negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian 

keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang 

seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau 

subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat 

kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi; 

f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada 

masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya; 
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g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang 

penugasan investigasi; dan 

h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang 

keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan. 


